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BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR %a TAHUN 2015 

TENTANG 

SISTEM AKUNTANS-PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI POHUWATO, 

b bahwa berdasarkan pertmmbangan sebagammana 

dmmaksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupat tentang Sstem Akuntans1 

Pemermntah Daerah Kabupaten Pohuwato, 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4286), 

dan 

proses 

fungs1 

Repubhk 

Tambahan 

Bolango 

Negara 

47, 

(Lembaran 

2003 Nomor 

Ka bu paten Bone 

Negara 

Tahun 

Keuangan 

Indonesia 

- 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bers1h Bebas dar1 

Korups1, Kolus1 dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3851) ,  

perlu mengatur S1stem akuntans1 Pemermntah Daerah, 

Kabupaten Pohuwato d ProvIns1 Gorontalo (Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, 

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

Nomor 4269) ,  

akuntans1 sejak anahsIs transaksr sampa1 dengan 

pelaporan keuangan d Lmngkungan Pemerntah Daerah 
' 

bahwa guna kelancaran dan ketert1ban 

akuntans1 dalam rangka mewujudkan 
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4 

7 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk. 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) 
scbagamana telah dubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republk 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5679), 

5 Undang-Undang 'Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemer1ksaan Pengelolaan dan Tanggungawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republk 
I 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 440}, 

6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Penmbangan Keuangan Antara Pemerntah Pusat dan 
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4438), 

8 Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republk 

Indonesia Nomor 4502), 

9 Peraturan Pemermtah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pmjaman Daerah (Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4574), 

10 Peraturan Pemenntah Nomor 55 tahun 2005 tentang 

Dana Penmbangan (Lembaran Negara Repubhk 

Indones1a , Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4575), 
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1 1  Peraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hbah (Lembaran Negara Republk Indonesa Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republk Indonesia Nomor 4577), 

12 Peraturan Pemerntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,  

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

Nomor 4578), 

13 Peraturan Pemertah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan KInerja InstansI Pemer1ntah 

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25 ,  Tambahan Lembaran Negara Repubhk 

Indones1a Nomor 4614) ,  

14 Peraturan pemerntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntans1 Pemermntahan (Lembaran Negara 

Republk Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165) ,  

15 Peraturan Men ten Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  

tentang Pedoman Pember1an Bantuan Sosal dan 

Hbah yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan 

Belana Daerah sebagammana telah drubah dengan 

Permendagn Nomor 39 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 32 

Tahun 2 0 1 1 ,  

16 Peraturan Menter Dalam Neger Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntans1 Berbas1s Akrual 

pada Pemenntah Daerah, 

1 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 
' Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93,Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 2 )  
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

I 
Dalam Peraturan Bupat 

Pasal 1 

1 yang dmaksud dengan 
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1 Daerah adalah Kabup.·n Pohuwato 

2 Pemerntah Daerah a d a h  Pemermtah Kabupaten Pohuwato 

3 Pemerntahan Daerah adalah Pemerntahan Daerah Kabupaten Pohuwato 

yang diselenggarakan oleh Pemerntah Daerah dan DPRD Kabupaten 

Pohuwato 

4 Bupat adalah Bupat Pohuwato 

5 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewa1ban Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemermntahan daerah yang dapat dmla1 dengan 

uang termasuk d1 dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan · 
f 

dengan hak dan kewaban Daerah 

6 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegatan yang 

mehputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungawaban, dan pengawasan keuangan Daerah 

7 AkuntansI adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasfikas1an, 

pengkhtsaran transaksr dan keadan keuangan, penginterpretas1an 

atas has1lnya, serta penyanan laporan 

8 Kerangka Konseptual Akuntans Pemerntahan adalah prinsrp-pr1nsIp 

yang mendasan penyusunan dan pengembangan Standar Akuntans1 

Pemerntahan bag Komte Standar Akuntans Pemerintahan dan 

merupakan ruukan pentmng bag Komte Standar Akuntans1 

Pemenntahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeniksa dalam 

mencar1 pemecahan atas sesuatu masalah yang belum datur secara jelas 

dalam Pernyataan Standar Akuntans1 Pemermtahan 

9 Standar Akuntans Pemermntahan, selanutnya disebut SAP, adalah 

prnsrp-prinsip akuntans1 yang dterapkan dalam menyusun dan 

menyakan laporan keuangan pemermntah 
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1O SAP Berbass akrual adalah SAP yang mengaku pendapatan, beban, 

asset, utang, dan ekurtas dalam pelaporan financial berbasis akrual, 

serta mengakur pendapatan, bclanja dan pembayaan dalam pelaporan 

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang dtetapkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

1 1  Pernyataan Standar Akuntans Pemermntahan yang selanutnya 

dsgkat PSAP adalah PSAP yang dben judul,nomor dan tanggal 

efektf 

12 Kebakan akuntans adalah prmnsrp-prins1p, dasar-dasar, konvens1­ 

konvens1, aturan-aturan, dan praktk-praktk spesfik yang drplh oleh 

suatu enttas pelaporan dalam penyusunan dan penyanan laporan 

keuangan 

13 S1stem Akuntans Pemermntahan (SAP) adalah serangkaran prosedur 

manual maupun yang terkomputensas1 mula1 dan pengumpulan data, 

pencatatan, pengkhtsaran dan pelaporan poss1 keuangan dan operas1 

keuangan pemenn tah 

14 S1stem Akuntans Pemerintah Daerah yang selanjutnya dsmngkat SAPD, 

adalah rangkaran srstematk dan prosedur, penyelenggara, peralatan 

dan elemen lam untuk mewuudkan fungs1 akuntans sejak anal1srs 

transaks1 sampan dengan pelaporan keuangan d Ingkungan organsas1 

pemermntah daerah 

15 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanutnya dismngkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemenntah daerah dan 

DPRD, dan dtetapkan dengan peraturan daerah 

16 Bass Akrual adalah bass akuntans1 yang mengaku1 pengaruh 

transaksI dan penstwa lamnya pada saat transaksI dan penstrwa 1tu 

teryad1, tanpa memperhatikan saat kas diterma atau dbayar 

17 Bas1s Kas adalah bass akuntans1 yang mengakur pengaruh transaks1 

dan penstrwa lamnnya pada saat kas atau setara kas diterIma atau 

dbayar 

18 Bass Kas Menuu Akrual adalah basrs akuntans1 yang mengakuI 

pendapatan, belanya dan pcmbayaan berbass kas serta mengaku1 

asset, utang dan ckurtas dana berbasis akrual 
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19 Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhmya crten1a pencatatan 
suatu kejadan atau perstrwa dalam catatan akuntans sehmngga akan 
menadi bag1an yang melengkap unsure asset, kewan1ban, 
ekutas,pendapatan - LRA ,belanja, pembayaan, Pendapatan -- LO dan 
beban, sebagammana akan termuat pada laporan keuangan enttas 

pelaporan yang bersangku tan 

20 Pengukuran adalah proses penetapan mlru uang untuk mengaku1 dan 
memasukkan setap pos dalam laporan keuangan 

2 1  Pengungkapan adalah lapo1an keuangan yang menyakan secara 
lengkap Informas yang dibutuhkan oleh pengguna 

22 Laporan Realsas Anggaran selanutnya dsmngkat LRA adalah laporan 
yang menyan1kan 1nformas1 realsasr pendapatan -- LRA, belanja, 

transfer Surplus/deficit - LRA, pembayaan, dan ssa lebh/kurang 

pembayaan anggaran,yang mas1ng - masing dperbandmgkan dengan 

anggarannya dalam satu perode 

23 Laporan Perubahan Saldo Anggaran yang selanutnya yang selanutnya 

dsmngkat LPSAL adalah laporan yang menyakan 1nformas1 kena1kan, 

dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdm dan1 SAL awal, 

s1LPA/S1KPA,koreks1 dan SAL akhr 

24 Neraca adalah laporan yang menyan1kan mformas poss1 keuangan 

suatu entrtas pelaporan mengena1 asset, utang dan ekurtas dana pada 

tanggal tertentu 

25 Laporan Operasonal yang selanutnya dismngkat LO adalah laporan 

yang menyakan mnformas1 mengena seluruh kegatan operas1onal 

keuangan entitas pelaporan yang tercermm dalam pendapatan - LO, 

beban dan surplus/deficit operas1onal dan suatu entitas pelaporan 

yang penyan1annya drsandingkan dengan per1ode sebelumnya 

26 Laporan Arus Kas yang selanjutnya dismgkat LAK adalah laporan yang 

menya1kan Info1mas1 mengena1 sumber, penggunaan, perubahan kas 

dan setara kas selama satu perode akuntans1, serta saldo kas dan 

setara kas pada tanggal pelaporan 

27 Laporan Perubahan Ekutas yang selanutnya dsmngkat LPE adalah 

laporan yang menya1kan mnformas1 mengena1 perubahan ekurtas yang 
t 

terdIr dan ekurtas awal, surplus/deficit - LO, koreks dan ekurtas 

akhr 
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28 Catatan atas Laporan Keuangan yang selanutnya dsmngkat CaLK 

adalah laporan yang menyankan Informas1 tentang penjelasan atau 

daftar termncr atau anahsrs atas nla1 suatu pos yang disajkan dalam 

LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan 

yang memada1 

29 Enttas Pelaporan adalah umt pemenntah yang terdm dan satu atau 

lebih enttas akuntans1 yang menurut ketentuan peraturan perundang­ 

undangan wab menyampa1kan laporan pertanggungawaban berupa 

laporan keuangan 

30 Enttas Akuntans adalah unit pemerntahan pengguna 

anggaran/pengguna barang dan BUD wab menyelenggarakan 

akuntans1 dan menyusun laporan keuangan untuk dgabungkan pada 

entitas pelaporan 

3 1  Umt pemenntahan adalah pengguna anggaran/penggunan barang yang 

berada d1 Setuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato 

32 Pendapatan - LRA adalah semua penermaan Reken1ng Kas Umum 

Daerah yang menambah Saldo Anggaran LebIh dalam penode tahun 

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemermntah daerah dan' 

tdak perlu dbayar kembal oleh pemer1ntah daerah 

33 Pendapatan-LO adalah hak pemerntah daerah yang daku penambah 

ekutas dalam perode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak 

perlu dbayar kembah 

34 Belanja adalah semua pengeluaran dan Reken1ng Kas Umum Daerah 

yang mengurang Saldo Anggaran Lebh dalam perode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan drperoleh pembayarannya kembal oleh 

I pemenntah daerah 

35 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potens1 jasa dalam 
i p e r o d e  pelaporan yang menurunkan ekutas, yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsums asset atau tmmbulnya kewan1ban 
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36 Pembayaan Daerah adalah semua penermaan yang perlu dbayar 
kembal dan/atau pengeluaran yang akan dten1ma kembal, bark pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran 

benkutnya 
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37 Aset adalah sumber daya ekonom1 yang di kuasa1 dan/ atau drm1hk1 

oleh pemerntah daerah sebaga ak1bat dar1 penstrwa masa lalu dan 

dan mana manfaat ekonom1 dan/atau sos1al dmasa depan diharapkan 

dapat dperoleh, ba1k oleh pemermntah daerah maupun masyarakat 

serta dapat drukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya 

nonkeuangan yang drperlukan untuk penyedraan jasa bag masyarakat 

umum dan sumber-sumber daya yang drpehhara karena alasan searah 

dan budaya 

38 Kewa1ban adalah hutang yang tmbul dan penstrwa masa lalu yang 

penyelesaannya mengakbatkan alran keluar sumber daya ekonom1 

pemenntah daerah 

39 Ekutas adalah kekayaan bersih pemerntah daerah yang merupakan 

sels1h antara asset dan kewan»ban pemermntah daerah 

40 Koreks adalah tmndakan pembetulan secara akuntans1 agar akun/pos 

yang tersan1 dalam laporan keuangan enttas menjad1 sesua dengan 
' 

yang seharusnya 

4 1  Penyesuaan adalah transaksI penyesua1an pada akhIr pen1ode untuk 

mengaku pos-pos sepert persedaan, prutang, utang dan yang la1n 

yang berkatan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang 
belum dcatat pada transaks1 beralan atau pada perode yang beralan 

BAB IJ 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupat In melput Sstem Akuntans 
Pemermtah Daerah 

BAB III 
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 3 
( 1 )  SAPD sebagammana dmmaksud dalam Pasal 2 memuat plhan prosedur 

dan teknik akuntans dalam melakukan dent1fikas transaksI 
' pencatatan pada jurnal, postmng ke dalam buku besar, penyusunan 

neraca saldo serta penyan1an laporan keuangan 
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(2) Penya1an laporan keuangan sebagammana dmmaksud pada ayat (l) terdm1 

atas 
a Laporan Realsas1 Anggaran, 
b Laporan Perubahan SAL, 
c Neraca, 
d Laporan Operas1onal, 
e Laporan Arus Kas, 
f Laporan Perubahan Ekutas, dan 
g Catatan atas Laporan Keuangan 

Pasal 4 

( 1 )  SAPD sebagammana dmmaksud dalam Pasal 3 ayat (1 )  terdm dar1 

1 S1stem akuntans SKPD, dan 
2 S1stem akuntans1 PPKD 

(2) S1stem akuntansI SKPD sebagammana dmaksud pada ayat (1 )  huruf a 

mencakup teknk pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas, 

pendapatan LO, beban, Pendapatan - LRA, belanja, asset, kewan1ban, 

ekurtas, penyesuaran dan koreks1 serta penyusunan Laporan Keuangan 

(3) Sstem akuntans1 PPKD sebagammana dmmaksud pada ayat (1) huruf b 

mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas 
pendapatan--LO beban, Pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembayaan, 

asset, kewan1ban, penyesua1an dan koreks1, penyusunan laporan PPKD 

serta penyusunan Laporan Keuangan konsohdas1 Pemenntah Daerah 

(4) Ketentuan mengena SAPD sebagammana dmmaksud pada ayat ( 1 )  

tercantum dalam Lamp1ran Peraturan Bupat1 1m1 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN - LAIN 

Pasal 5 

Pencatatan transaksr pelaksanaan anggaran drsesua1kan dengan dokumen 

anggaran 

Pasal 6 

Pemermntah Daerah menyakan kcmbal Laporan Realsas1 Anggaran, Neraca 

dan Laporan Arus Kas tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan 

SAP berbasis akrual 



' 
Pasal 7 

Peraturan Bupat Pohuwato m berlaku surut sejak tanggal 2 Januan1 2015 

Agar setap orang mengetahumnya, memermntahkan pengundangan Peraturan 

Bupat Pohuwato m dengan penempatannya dalam Berta Daerah 

Kabupaten Pohuwato 

2 0 1 5  

S E K D A  

ASISTEN 

DItetapkan d1 Mar1sa 

pada tanggal 30 04oh 

P) BUPATI POHU; 'ATO 

; A R A F 
l 

ABAGHUKUM [> 

KEPALA 

Dundangkan d Mansa 

pada tanggal 3o ch, 2 0 1 5  

SEKRETARIS KABUPATEN POHUWATO 
' 

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR % 
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